
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran Dewan Pertimbangan
Presiden dalam pelaksanaan tugas pemberian nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden, dipandang perlu untuk menyempurnakan
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan
Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan

Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4670);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja
Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA
KERJA, DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007
tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

(1) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai
dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

(2) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai
tanggal pelantikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
pemberian hak keuangan dan fasilitas lain bagi Ketua
dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, diatur oleh


